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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 1989
TENTANG
SUSUNAN  ORGANISASI DAN TATAKERJA  SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II. BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

——
—— e o
- -

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kelan
caran penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan secara berdayaguna
dan berhasilguna sesuai dengan
perkembangan pemerintahan, maka
perlu meninjau kembali Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerja.
Sekretariat Wilayah/Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Banyumas ' 3

b. bahwa berdasarkan Surat MHenteri
Dalam- Negeri tanggal 7 Desember
1987 Nomor 061/12140/SJ Jo. Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa .Tengah tanggal 26 Maret 1988
Nomor 061/07865 beserta ralatnya
dengan Surat tanggal 30 April 1988
Nomor 061/11337 tentang Peningkatan
Sub Bagian Organisasi dan
Tptalaksana menjadi bagian dan
Surat Menteri Dalam Negeri tanggal
27 Pebruari 1988 Nomor
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061.1/1267/SJ. jo. Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tanggal S Mei 1988 Nomor
061.1/11734 serta Surat i
Dalam Negeri tanggal 14 Juli 8
Nomor 061.1/2439 tentang

Peningkatan Sub Bagian Pemerintahan
Desa pada bagian Pemerintahan
Sekretariat Wiluy=igBesIah menjadi
Bagian Jjo. Surat Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 16 Agustus 1988 Nomor
061.1/24735 tentang Pengembangan
Susunan® Organisasi sekretariat
Wilayah /Daerah Tingkat II, maka
dipandang perlu meningkatkan Sub
Bagian Pemerintahan Desa dan Sub
Bagian Organisasi dan Tatalaksana
menjadi Bagian ;

bahwa  dengan demikian perlu
menetapkan kembali Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas tentang Susunan Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat
Wilayah/Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah tingkat II
Banyumas.

Undang-undang Nomor S Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 1874 tentang Bentuk
Peraturan daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 130 Tahun 1978 tentang
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Pedoman Susunan Organisasi dan
Tatakorjn sekretariat Wilayah/
Dnorah Tingkat II, Sekretariat
Kotamadyan daerah Tingkat I] dan
Sokretarint dewan Perwakilan. Rakyat
Dnerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 16 Tahub 1986 tentang
Penetapan Tolok Ukur Pembentukan

LLembaga Assisten Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat II dan
Assisten Sekretariat Kotamadya

Dherah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 24  Tahun 1986 tentang
Pembentukan Assisten  Sekretaris
Wilalayah/Daerah T7Tingkat II dan
"Assisten Sekretariat Kotamadya
Daerah Tingkat II.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah tingkat II Banyumas. :
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS |

B AB I
KETENTEUAN UMUHM
' Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud

dengan w
a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas ;

b. Pemerintah daerah ialah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;
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¢. Bupnti Kepala daerah inluh Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Banyumas’ % A

d. Dewan Perwakilan Rakyqn Daerah ialah Dewan
Perwakilan Rakyat Dnerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas ;

¢. Sekretariat Wilayah/Daerah 1ialah Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat- II
Bayumas ;

f. Sekretaris Hilaynh/Daerah ialah Sekretaris
Wilayayah/Daerah Kkabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas ;

. Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Baﬂyumas‘ s

h. Sekretaris Dewan Perwakllan Rakyat Daerah ialah
Sekretaris dewan Pefwakllan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah T1ngkat II Banyumas ;

i. Assisten Sekretarls‘“ H;layah/Daerah ialah
Assisten Sekretaris ﬁ layah/Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas

B ABMTI i
SERRETARIAT WILAYAH/DABRAH
Baglaaner Bma
Kedudukan, Tugas . .Pkok’ .Fung51. dan Susunan
Organisasi ! :
t Pasal 2
(1). Sekretariat Hllayah/Daerah adalah Unsur Staf
vang langsung berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati Kepala Daerah dalam menye
lenggarakan pemerintalh di Daerah.
(2). Sekretariat Wilayah/Daerah sipimpin oleh
seorang Sekretaris Wilayah/Daerah.

: Pasal 3
Tugas pokok Sekretariat Wilayah/Daerah adalah :

a. menyelenggarakan pembinaan l;administrasi,
organisasi dan tatalaksana terhadap seluruh
unsur dalam - lingkungan Pemerintah Daerah,
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memberikan pelayanan teknis dan adnlnlstratlp
Kepada Bapak Bupati Kepala Daerah dan selurup
perangkat Wilayah.

b. membantu bupati Kepala Daerah dalan menyeleng
garakan Pemerintahan di daerah.

Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok sebg
gaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan dae-
rah ini, Sekretariat Wilayah/Daerah mempuayaij
fungsi ‘

a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina
kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkroniss
sikan seluruh administrasi, termasuk mengkoor
dinasikan penyusunan Peraturan Daerah ;

b. Pelayanan dalam arti memberikan pelayanan tek
nis dan administratip bagi seluruh satuan or-
ganisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah
dan seluruh perangkat yang bersangkutan ;

c. perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana,
menyusun program dan menilai pelaksanaan ren-
cana berdasarkan kebijaksanaan dan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;

d. Pembinaan administrasi dalam arti membina
urusan tata Usaha, membina dan mengelola Kepe
gawaian, mengelola Keuangan dan perbekalan
serta mengadakan hubungan dengan ' lembaga
resmi dan masyarakat ; o

e. Pembinaan Organisasi dan Tata laksana dalam
arti melakukan penelitian, pengembangan dalam
rangka pembinaan dan pemelihara seluruh kelenm
bagaan serta ketatalaksanaannya ;

f. Pembinaan keamanan dan ketertiban dalam arti
memelihara dan membina keamanan serta keterti
ban kedalam.

Pasal S5

Secara hirarkhis sekretaris Wilayah/Daerah terdiri
dari Assisten sekretaris Wilayah/Daerah, Bagian-
Bagian dan sub-Sub Bagian.
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Pasal 6

asisten sekretaris Wilayah/Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah
a. Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Bidang Pe-
merintahan ( Asisten I Sekretaris Wilayah/Dae

rah ) | _
b. Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah bidang
Unum ( Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah )

Pasal 7
Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
peraturan daerah ini adalah
Bagian Pemerintahan Umum ;
Bagian Pemerintahan desa/Kelurahan ;
Bagian Hukum ;
Bagian Hubungan Masyarakat ;
Bagian Perekonomian ;
Bagian Pembangunan ;
Bagian Organisasi dan Tata laksana ;
bagian Kepegawaian ; '
Bagiam Keuangan ;
Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
Bagian Umum. '

ARG Mm@ m"o QOO

'Bagian Kedua
Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah
Pasal 8

- Tugas pokok Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah
adalah membantu Sekretaris Hilayah/Daerah dalam
melaksanakan tugas pemerintahan Wilayah/Daerah
dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, Assisten
Sekretaris Wilayah/Daerah mempunyai fungsi
mengkoordinasikan, merencanakan, membina,
membimbing dan mengendalikan serta mengadakan
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evaluasi atas kegiatan bagian-bagian dalam rangka
pelaksanaan tugas pokoknya dan me laksanakan tugas-
tugas lain yang diserahkan kepadanya.

Pasal 10

(1). Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Bidang
Pemerintahan ( Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah ) membawahi Bagian Pemerintahan Umum,
Bagian Pemerintahan Desa/Keluréahan, Bagian
Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Per
ekonomian dan Bagian Pembangunan.

(2). Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah bidang
umum ( Assisten II Sekretarisasi dan 'Tata
laksana, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Umum.

Bagian ketiga
Bagian Pemerintahan Umum

Pasal 11
Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas
nelaksanakan sebagian tugas Sekretaris Wilayah/
Daerah dalam mengumpulkan dan Menganalisa data,
mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk
serta memonitor perkembangan penyelenggaraan
Pemerintahan Umum. '

Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 Peraturan daerah ini, bagian

‘Pemerintahan Umum mempunyai fungsi

a. mengolah bahan dalam rangka Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum, pembinaan koordinasi
Instansi Vertikal oleh Camat, Otonomi Daerah
dan tugas Pembantu serta menyusun rencana,
program dan petunjuk pembinaan prasarana,
fisik Pemerintahan dan masalah-masalah
pertanahan ;

b. mengumpulkan dan menganalisa data serta membe
ri saran serta pertimbangan dalam rangka pem-

hinsan nandamhnndan mamnhatea=
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mengumpulkan dan menganalisa data serta membe
ri saran pertimbangan dalam rangka pembinaan
perangkat Wilayah/Daerah ;

mengumpulkan dan menganalisa data kependuduk-
an serta membina administrasi kependudukan ;
mengumpulkan dan menganalisa data serta menyi
apkan penyusunan program dan petunjuk-petun-
Juk dalam rangka membina dan memilih ketentra
man, ketertiban serta pemilihan umum ;
menyelenggarakan tata usaha bagian.

Pasal 13

Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari
a. Sub Bagian tata praja ;
b. Sub Bagian Pengembangan perkotaan ;
c. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah ;
d. Sub Bagian Administrasi Penduduk ;
e. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Wila

vah. .
Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Ke
pala Sub Bagian yang berada di bawah dan ber
tanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian
Pemerintahan Umum.

Pasal 14

Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas

a-

menerima, mensistimatisasikan, menganalisa
dan mengevaluasi laporan-laporan tentang Peme
rintahan dari Camat serta mempersiapkan dan
mengolah bahan-bahan mengenai penyelenggaraan
koordinasi Instansi Vertikal oleh Camat ;
menyusun tata cara pengendalian dan evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum termasuk
Pemilihan Umum ;

menyusun petunjuk pembinaan prasarana khisik
Pemerintahan dan pertanahan ;

mempersiapkan bahan-bahan pembentukan, pengha
ousan, pemecahan, penggabungan, perubahan ba-
tas dan nama wilayah/daerah, Wilayah Pembantu
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Bupati dan Wilayah Kecamatan serta pemindahan
dan perubahan-nama Ibukdb&iwrlayaﬁ/Daerah dan
"Wilayah Kecamatan
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c. merencanakan segala kegiatan untuk memperlan-
car pelaksanaan transmigrasi lokal maupun Na-
sional ;

d. membantu kegiatan yang bersangkutan dengan ma
salah ketenaga kerjaan dan perburuhan di Dar-
rah ;

e. memperlancar segala kegiatan pelaksanaan kelu
ga Berencansa. '

Pasal 18
Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
mempunyai tugas ) .

a. mengikuti, mengumpulkan, mensistimatisasikan
dan menganalisa laporan-laporan dan peristiwa
yang menyangkut ketentraman dan ketertiban
Wilayah ;

b. mempersiapkan dan mengolah ~serta menyusun
Petunjuk-petunjuk/ketentuan tentang pengaman-
an pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan
perundang-uridangan lainnya yang  menyangkut

- kepentingan Umum, mengadakan hubungan dan

- kerja*sama  dengan Instansi lain dalam . rangka
Intensifikasi penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan peraturan perundang-unda
ngan lainnya ;

c. memberikan bahan pertimbangan yang berhubungan

‘'dengan legalitas 'dan pemberian izin:- yang
menyangkut ketertiban umum ;

d. mempersiapkan pengaturan rencana penggunaan
dan pembinaan Polisi Pamong Praja.

z Bagian Keempat
Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 19
Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat
- Wilayah/Daerah -dalam pengumpulan dan menganalisa
data, mempersiapkan penyusunan program dan
petunjuk serta memonitor perkembangan
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penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa/Ke;urahan
Pendapatan « dan .Kekayaan Desa, ' Perangkat daé
Administrasi Desa/Kelurahan, Pengembangan
Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat.

Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 189 Peraturan Daerah ini,

Bagian Pemerintahan desa/Kelurahan mempunyai fungsj
a. mengumpulkan dan menganalisa data serta membe

rikan saran pertimbangan dan petunjuk dalanm

rangka pembinaan mengenai tata cara

penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data serta membe
rikan saran pertimbangan dan petunjuk dalam
rangka pembinaan pendapatan dan kekayaan desa
mengumpulkan dan menganalisa serta memberikan
saran pertimbangan dan petunjuk dalam rangka
pembinaan perangkat dan administrasi pemerin-
tahan desa/Kelurahan ;
d. mengumpulkan dan menganalisa data serta
memberikan saran pertimbangan dan petunjuk
dalam rangka pembinaan pengembangan desa/kelu
rahan serta pembinaan Lembaga adat ;
Menyelenggarakan tata Usaha Bagian.

e.
Pasal 21 2
(1). Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri da
ri
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurah-
an ;

b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
c. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa
/Kelurahan ; :
d. Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan dan
Lembaga Adat.
(2). Tiap Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam
‘ ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepa
la Sub- Bagian. yang berada. di bawah’ dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala
bagian Pemerintahan desa/Kelurahan.
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Pasal 22
Sub Bagian tata Pemerintahan Desa/Kelurahan

mempunyai tugas

a.

mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
menyusun ketentuan-ketentuan dan petunjuk-
petujuk serta pembinaan dibidang ketentraman
dan ketertiban ;

mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
menyusun ketentuan-ketentuan dan petunjuk-
petunjuk serta pembinaan di bidang pengawasan
koordinasi dan Sosial Politik ;

. mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk

penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk -
petunjuk serta pembinaan di bidang penyeleng-
garaan Pemerintah Desa/Kelurahan ;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bagiab Pemerintahan- Desa/Kelurah-

an.

Pasal 23
Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa

mempunyai tugas

a.

melakukan pembinaan dalam rangka penggalian,
peningkatan, pengamanan, penertiban dan meng-
investarisasi sumber-sumber pendapatan Desa/
penghasilan desa ;

melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan
pengamanan, penertiban dan menginventarisasi-
kan kekayaan Desa ;

menyusun ketentuan-ketentuan dan petunjuk-pe-
tunjuk dalam rangka membukukan, pengelolaan
dan penataan pendapatan/penghasilan desa mela
lui APPKD

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurah
an.
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Pasal 24
sub Bagian Perangkat dan Administrasi

desa/Kelurahan mempunyail tugas

a.

mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk -
petunjuk tentang tata cara pemilihan, pengesa
han, pengangkatan, pemberhentian sementara
dan pemberhentia Kepala Desa ;

mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk -.
petunjuk tentang pengangkatan dan pemberhenti
an perngakat Desa/Kelurahan ;

mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-
petunjuk tentang pembinaan dan peningkatan
kemampuan perangkat pemerintahan Desa/Kelurah
an ; |
memperisapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-
petunjuk tentang pelaksanaan ketatausahaan /
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurah-

an.

Pasal 29

Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan dan lembaga
adat mempunyai tugas

-

a.

meipersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk -
petunjuk tentang pengembangan Desa/Kelurahan
termasuk pembentukan, pemecahan, penyatuan
dan penghapusan desa/Kelurahan ;

mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk -
petunjuk tentang pembinaan dan pengembangan
lembaga adat ;

mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk
penyusunan ketentuan-ketentuan, petunjuk-
petunjuk dan ketentuan-ketentuan/tata cara
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penetapan batas wilayah desa/kelurahan dan
porubahan batas wilayah Desa/Kelurahan serta
pembinaan kerja sama antar Desa/Kelurahan ;
d. mengumpulkan data Desa/Kelurahan serta
mengurus masalah yang berhubungan dengan pem-
bangunan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurah-

an.
Bagian Kelima
Bagian Hukum
Pasal 26
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-
undangan, menelaah hukum, memberikan bantuan
hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan
produk hukum. '
Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 peraturan Daerah ini, Bagian Hukunm
menmpunyai fungsi 7 Bl ;

a. mengkoordinasikan perumusan peraturan Daerah
dan keputusan Bupati kepala daerah serta meng
jkuti dan mengolah perkembangan hukum ;

b. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peratur
an perundang-undangan dibidang Pemerintahan
daerah ;

c. memberikan saran pertimbangan dan bantuan hu-
kum kepada semua unsur Pemerintahan Daerah
atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksa-
naan tugas ; _ " “

d. mengadakan penyuluhan hukum ;

e. menghimpun peraturan perundang-undangan, mela
kukan publikasi produk hukum dan melalukan do
kumentasi hukum ;

f. menyelenggarakan tata usaha bagian.
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Pasal 28

(1). Bagian Hukum terdiri dari
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangz;

dan penelaahan hukum ;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
c. Sub Bagian Dokumentasi HUkum.

(2). Tiap sub bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Ke
pala Sub bagian yang berada dibawah dan ber-
tanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian

Hukum.

Pasal 289
sub Bagian Peraturan Ppperundang-undangan dan

penelaahan Hukum mempunyai tugas
mengkoordinasikan perumusan rancangan peratur

an Daerah dan Keputusan Bupati Kepada Daerah;
b. menelaah dan mengevaluasi pelalaksanaan pera-
turan daerah dan Keputusan Bupati Kepala Dae-
rah, serta meneliti perijinan yang menjadi

wewenang Daerah;
mengikuti dan mengolah perkembangan Hukum.

a.

Pasal 30

Sub bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas
menerima, mengumpulkan dan mempelajari perso-

alan-persoalan hukum yang timbul dalam pelak-

sanaan tugas ;
b. memberikan bantuan hukum kepada unsur-unsur

Pemerintah Daerah yang timbul dalam pelaksana

an tugas masing-masing;
c. memberikan perlindungan hukum kepada yang ber

sangkutan dalam sengketa sewa-menyewa rumah;
d. mengadakan penyuluhan hukum.

a.

Pasal 31
Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas
a. melaksanakan dokumentasi dan publikasi produk
-produk hukum;
b. Menerbitkan lembaran Daerah;
c. mengatur penyebaran dokumen hukum.
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Bagian Keenam
Bagian Hubungan masyarsakat

Pasal 32
Bagian Hubungan masyarakat mempunyai tugas
me laksanakan sebagian tugas Sekretariat
Wilayeh/Daerah dalam bidang pembinaan dan

pengerbangan Hubungan Masyarakat guna memantapkan
kebijaksanaan pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 33
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini, Bagian
Hubungsan Masyarakat mempunyai fungsi

a. melaksanakan hubungan timbal balik antara Pe-
merintah Daerah dengan Masyarakat Umum dan Or
ganisasi Sosial Politik;

b. melaksanakan hubungan dengan satuan-satuan or
ganisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah
untuk memberikan pengertian dan penerangan
tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pimpinan
Perintah Daerah;

C. merencanakan pendapat, sikap dan kegiatan
Masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
Pemerintah Daerah;

d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk
memperoleh pengertian, keyakinan dan partisi-
pasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan ke
giatan Pemerintah Daerah;

e. menyelenggarakan kegiatan penerangan dan pem-

beritaan; _
f. melaksanakan Inventarisasi dan dokumentasi,
fotografi perekaman, penerbitan dan pendistri
busian bahan-bahan penerbitan;
g. menyelenggarakan tatausaha Bagian.

Pasal 34
(1). Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari
a. Sub Bagian Pengumpulan dan penyaringan in-

formasi;
b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan;

c. Sub Bagian Publikasi dan Dokuggptgﬂi-
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(2). Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalan
ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagi-
an Hubungan Masyarakat.

. Pasal 35
Sub Bagian Pengumpulan dan penyaringan inforrasi
mempunyai tugas : -

a. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa infor
masi baik yang berasal dari instansi-instansi
vertikal, Dinas-dinas Daerah maupun Masyara -
kat umum;

b. melaporkan informasi-informasi yang dianggap
perlu sebagai umpan balik terhadap Pimpinan
Pemerintah Daerah.

Pasal 36
Sub Bagian Penerangan dan pemberitaan mempunyai
tugas
a. menyelenggarakan kegiatan penerangan baik
intern maupun ekstern;
b. menyelenggarakan pemberitaan baik melalui me-
dia massa Pemerintahan Daerah maupun pers;
c. melayani masyarakat yang memerlukan informasi
dan mengadakan tanggapan atau penjelasan pers

: Pasal 37
Sub Bagian publikasi dan Dokumentasimempunyai
tugas
a.-merencanakan dan menyelenggarakan penerbitan
dokumentasi, fotografi, rekaman, penyajian ds
ta dan pameran;
b. mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

Bagian Ketujuh
Bagian Perekonomian
Pasal 38
Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanaksan
sebagian urusan Sekretariat Wilayah/Daerah dalam
bidang Perekonomia.

T r——

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

18

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 38 Peraturan Daerah ini, Bagian
Perekonomian mempunyai fungsi

a.

a o

(1).

(2).

Sub

a.

b.

c.

d.

menmbina, mendorong dan mengembangkan perekono
mian masyarakat, prasarana perekonomia masya-
rakat, perusahaan Daerah, perbankan Daerah/
Lembaga perkreditan daerah;

mengembangkan dan mengolah lalu - lintas
komoditi dan trayek-trayek trasportasi sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang ber-
laku;

membina dan mengembangkan pariwisata Daerah ;
menyelenggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 40
Bagian Perekonomian terdiri dari
a. Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat;
b. Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomi
an Rakyat; '
¢c. Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah
dan Perbankan daerah;
d. Sub Bagian Pembinaan Pariwisata Daerah.
Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Ke
pala Sub Bagian yang berada dibawah dan lang
sung bertanggungjawab kepada Kepala Bagian

Perekonomian.

Pasal 41
Bagian Perekonomian Rakyat mempunyai tugas
mendorong budi daya perkembangan perekonomi-
an rakyat;
mendorong peningkatan pengolahan hasil pere-
konomian dan kegiatan perindustrian rakyat;
mendorong pembinaan tataniaga produksi rak -
vat;
menyelenggarakan perumusan naskah laporan
dan penyediasan data.
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Pasal 42
Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat
mempunyai tugas
a. mengatur trayek-trayek transportasi; ;
b. mengusahakan kelancaran lalu-lintas komoditi;
c. membina peningkatan sarana dan prasarana pere
konomian rakyat.

Pasal 43
sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan
Perbankan Daerah mempunyai tugas ;

a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengana
lisa data dan laporan perusahaan Daerah dan
Perbankan Daerah;

b. merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-

ketentuan untuk pembinaan Perusahaan Daerah
Perbankan Daerah dan Lembaga Perkreditan Dae-
rah;

c. mengikuti kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah
Perbankan Daerah dan Lembaga Perkreditan Dae-
rah.

Pasal 44
Sub bagian Pembinaan Pariwisata Daerah mempunyai
tugas
a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan .mengana
lisa data Kepariwisataan Daerah;
b. membina, mendorong dan mengmbangkan Kepariwi-
sataan di daerah.

Bagian Kedelapan
Bagian Pembangunan
Pasal 45
Bagian P: ' ..ngunan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugus Sekretariat Wilayah/Daerah dibidang
E"enbangunan vang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Bantuan Pembangunan dan Dansa

Pembangunan lain dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dan Pemerintah Pusat.
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Pasal 46
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 45 Peraturan Daerah ini Bagian
Pembangunan mempunyai fungsi .

a. mengumpulkan, memelihara dan mengolah data
serta menyajikan dokumentasi informasi;

b. melakukan koordinasi penyusunan program tahun
an pembangunan Daerah dalam Lingkungan Sekre-
tariat Wilayah/Daerah dan Satuan Organisasi
lain yang ditugaskan kepadanya;

¢. mengadakan pengendalian administrasi pelaksa-
naan pembangunan Daerah yang dibiayai dengan
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantu
an Pembangunan dan dana Pembangunan lain dari
Daerah Tingkat I Jawa tengah maupun Pemerin-
tah Pusat;

d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan pembangunan Daerah;

e. menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

Pasal 47
(1). Bagian Pembangunan terdiri dari
a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program:
- b. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pro -
gram;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.

(2). Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Ke-
pala Sub Bagian yang berada dibawah dan ber -
tanggungjawab langsung kepada kepala Bagian
Pembangunan.

Pasal 48

Sub bagian Penyusunan Pelaksanaan Progranm
mempunyai tugas
mengumpulkan, menganalisa dan mengolah bahan-bahan
untuk penyusunan program pembangunan Daerah vang
diajukan oleh Bagian-bagian pasa sekretariat
Wilayah/Daerah dan Satuan Organisasi lain yang
ditugaskan kepada, yang dibiayai dengan Anggaran
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Pendapatan dan belanja Daerah. Bantuan dasr-ap
Tingkat I hawa Tangah dan Bantuan pemerintah Pusat
dalam rangka koordinasi penyusunan program-progream
pembangunan daerah.

Pasal 49
Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program
mempunyai tugas

a. mengumpulkan dan mengolah pelaksanaan progrm
pembangunan;

b. menyusun bahan laporan pelaksanaan program
pembangunan Daerah;

c. menyelenggarakan, mengisi dan memelihara
Riptaloka.

Bagian Kesembilan
Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 51
Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

HLlayah/Daerah dalam mengumpulkan dan menganalisa
data, mempersiapkan penyusunan program dan
petunjuk serta memonitor dan mengevaluasi
perkembangan di bidang kelembagaan dan
ketatalaksanaan, menyusun konsep-konsep mengenai
pembakuan saran dan mengelola perpustakaar.

Pasal 52
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah 1ini,
Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi

a. mengumpulkan dan mengolah data serta
mempersiapkan konsep-konsep pengembangan
kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap

satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah, Instansi Vertikal Departemen dalam
Negeri dan Perangkat Wilayah Administratip;
b. mengumpulkan dan mengolah data serta
mempersiapkan saran-saran pertimbangan dalam
rangka penyusunan konsep-konsep dan petunjuk
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Penb inaan tata kerja, metode kerja dan
prodesur kerja;

©. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersi
apkan konsep-konsep pengembangan dan petunjuk
Pembinaan terhadap pembakuan sarana kerja da-
lam rangka efisiensi;

d. mengelola dan mengembangkan perpustakaan:

e. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 53

(1) Bagian Organisasi dan Tntnlaksnna terdiri dari
a. Sub Bagian Kelembagaan;

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan:
c. Sub Bagian Perpustakaan.

(2). Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan ber
tanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian
Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 54
Sub bagian Kelembagaan mempunyai tugas
mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah
data dalam rangka perbaikan dan’' pengenbangan
"Organisasi dalam 1lingkungan Pemerintah daerah,
Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan
Perangkat Wilayah Administratip.

Pasal 55
Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyali tugas
mengumpulkan sistimatisasikan dan mengolah data
dalam rangka perbaikan sistim, Tatacara kerja dan
metode kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah,
Instansi Vertikal Departemen Dalam Neragi dan

Perangkat Wilayah Adminitratip.

Pasal 58

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas
a. menusun program/rencana, mengadakan dan meme-
lihara buku-buku serta alat-alat perpustakaan
b. mengatur dan mengurus peminjaman buku-buku

serta administrasi perpustakaan.
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Bagian Kesepuluh
Bagian Kepegawaian

Pasal 57
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas
me laksanakan sebagian tugas Sekretariat

Wilayah/Daerah dalam bidang Kepegawaian

Pasal 58
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 57 Peraturan daerah ini,
Bagian kepegawaian mempunyai fungsi
a. mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah da -
lam bidang Kepegawaian;
b. melaksanakan administrasi kepegawaian;
c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk
peningkatan kesejahteraan Pegawai;
d. melakukan kegiatan pembinaan karier pegawai;
e. melalukan segala sesuatu yang menyangkut
keduduksn hukum pegawai;
melakukan administrari pensiunan;
g. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

(-]

Pasal 59
(1). Bagian Kepegawaian terdiri dari

a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
b. Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai;

c. Sub Bagian Pensiun.

(2). Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalarn
ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepa
la Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Bagian Kepegawaian.

Pasal 60
Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. mengikuti perkembangan peraturan perundang-

undangan dalam bidangk kepegawaian;
b. menyelenggarakan segala sesuatu mengenail kedu

dukan hukum pegawai;
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¢. merencanakan mengurus kegiatan untuk
meningkatkan kesejahteraan pegawai, menyeleng
garakan balai pengobatan, perumahan dan seba-
gainya.

d. menyelenggarakan perumusan masalah laporan
dan penyediaan data.

Pasal 61
Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai mempunyai
tugas
a. mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk
perencanaan pegawaian; :
b. merencanakan susunan kepegawaian (formasi);
¢. mempersiapkan segala kegiatan yang berhubung-
an dengan pemberian penghargaan dan tanda ja-
sa terhadap pegawai;
d. merencanakan pendidikan pegawai dan wujian
dinas.

Pasal 62

~Sub Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas

a. melakukan penyelesaian administrasi kepegawai
an baik pegawai pusat maupun pegawai daerah;

b. menyusun daftar urut kepangkatan ba1k pegawai
Pusat maupun pegawai Daerah;

c. memelihara daftar penilaian pelaksanaan peker
jaan (conduite staat);

d. mempersiapkan data kepegawaian Pusat dan

Daerah.

Pasal 63

Sub Bagian Pensiun mempunyai tugas

menyelesaikan administrasi pensiun;

. ‘'merencanakan dan mempersiapkan Surat

Keputusan Pensiun;

c. melaksanakan dan menyelesaikan pendaftaran
istri/svami/anak-anak sebagai yang berhak me-
nerima pensiun janda/duda.

T w
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Bagian Kesebelas
Bagian Keuangan
Pasal 64
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas sekretariat Wilayah/Daerah dalam

bidang keuangan.

Pasal 695
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 Perturan daerah ini.

bagian Keuangan mempunyail fungsi
a. mempersiapkan bahan untuk menyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. mengelola administrasi keuangan Daerah;
mnengadakan penilaian pelaksanaan Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Daerah;
d. menyusun Rancangan Peraturan Daerah dalam Bj-
dang Keuangan Daerah; |
nerumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Per-
aturan Daerah dalam bidang Keuangan Daerah;
£. turut serta merencanakan dan mempersiapkan
ketentuan-ketentuan untuk peningkatan pendapa

tan daerah;
g. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

cC.

Pasal 66
(1). Bagian Keuangan terdiri dari
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Pembukuan;
c. Sub bagian Perbendaharaan;
d. Sub Bagian Pembinaan Sumber-sumber Pendapa

tan Daerah.

(2). Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Seorang Ke-
pala Sub Bagian yang berada di bawah dan ber-
tanggungjawab langsung kepada Kepala  Bagian

Keuangan.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

268

Pasal 67

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

a.

a o

mempersiapkan Rancangan anggar&n Pendapatan
dan belanja daerah ;
memberikan petunjuk-petunjuk tentang Pelaksa-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
menyiapkan surat keputusean otorisasi ;
menerima dan menganalisa laporan-laporan ten-
tang penggunaan anggaran Pendapatan dan Belan
ja Daerah ;

mempersiapkan perhitungan anggaran.

Pasal 68

Sub bagian Pembukuan mempunyai tugas

a.

b.

mengelola tata pembukuan mengenai penerimaan-
Penerimaan dan pengeluaran menurut tujuannya;
memeriksa dan meneliti realisasi Anggaran Pen
dapatan dan belanja daerah ;

menerima dan menganalisa laporan-laporan ten-
tang penggunaan anggaran Pendapatan dan Belan
Ja Daerah serta mempersiapkan perhitungan ang
garan.

Pasal 869

sub bagian Perbendaharaan mempunyai tugas-tugas :

&,
b.
c.

d.

Sub

menerbitkan surat Perintah Penagihan ;
menguji kebenaran penagihan ;

menerbitkan Surat perintah Membayar uang atau
keputusan Otorisasi ;

memberikan pertimbangan mengikuti pelaksanaan
penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti
rugi.

Pasal 70
Bagian Pembinaan Sumber-sumber Pendapatan

Daerah mempunyai tugas =

a.

b.

merencanakan dan meneruskan peningkatan
sumber-sumber pendapatan Daerah ;

merumuskan petunjuk-petunjuk tentang peningka
tan dan pembinaan pendapatan Daerah ;
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¢. turut serta menyiapkan petunjuk-petunjuk tak-
nis tentang pelaksanaan peningkatan suanber
pendapatan daerah ;

d. secara hirarkhis membina unit organisisi yang
ada hubungannya dengan pemasukan keuangan da-
rah ; '

e. turut merumuskan Peraturan daerah tentang pe-
ningkatan sumber pendapatan daerah ;

[. menerima mensistimatisasikan dan menganalisa
laporan tentang pendapatan daerah ;

g. mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan penda
patan daerah.

Bagian Keduabelas
Bagian kesejahteraan Rakyat

‘ Pasal 71
bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Wilayah/Daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 71 Peraturan daerah ini, bagian

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi _
a. merumuskan rencana, mengarahkan dan mengkoor-
dinasikan kegiatan-kegiatan peningkatan kese-

jahteraan rakyat ;
b. mengatur perizinan usaha sosial sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. menyelenggarakan tata Usaha bagian.

Pasal 73

(1). Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari
a. Sub Bagian sosial ;

b. Sub Bagian Agamsa, Pendidikan dan
Kebudayaan
¢c. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat.

(2). Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (10 pasal ini, dipimpin oleh seorang ke-
pala Sub bagian yang berada dibawah dan ber -
tanggungjawab langsung kepada Kepala bsgian
Kesejahteraan Rakyat.
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Pasal 74

Sub Bagian sosial mempunyai tugas

a .

Sub

mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengana
lisa data yang berhubungan dengan penderita
cacat, tuna karya, tuna wisma, panti asuhan
korban bencana alam dan lain-lain ;
mempersiapkan dan mempertimbangkan pemberi
izin terhadap kegiatan-kegiatan sosial, yang
berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan,
undian, pasar malam dan lain-lain ;
merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan
bantuan kepada badan-badan sosial dan korban
bencana alam ;

mengkoordinasikan perencanaan dalam pembangun
an perumahan rakyat.

Pasal 75
Bagian Agama, Pendidikan dan kebudayaan

mempunyail tugas

a.

mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengana
lisa data dalam dibang agama, pendidikan dan
kebudayaan ;

merencanakan pemberian bantuan terhadap
kegiatan masyarakat di bidang keagamaan ;
mengkoordinasikan perencanaan kegiatan-kegiat
an untuk memupuk kepercayaan rakyat dalam bi-
dang keagamaan dan kepercayaan masing-masing;
merencanakan kegiatan peningkatan kerukunan
hidup umat beragama ;

membantu Instansi yang bertugas dalam bidang
urusan haji ;

merencanakan pemberian bantuan terhadap kegi-
atan masyarakat dalam bidang pendidikan dan
kebudayaan ;

- merencanakan - kegiatan-kegiatan untuk mening -

katkan keolahragaan kepramukaan dan kepemuda-
an .

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 76

Sub Bagian Kesehatan masyarakat mempunyai tugas

a.

d.

mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengana
lisa data dalam bidang kebersihan dan kesehat
an masyarakat ;

menggkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk pe
ningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat
merencanakan peningkatan sarana kesehatan,dan
mengkoordinasikan pemberantasan penyakit menu
lar, pengawasan rumah sakit, perusahaan obat-
obatan dan lain-lain ;

mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang kelu
arga berencana peningkatan mutu gizi makanan
rakyat.

Bagian Ketigabelas
Bagian Umum
Pasal 77

Bagian Umum mempunyai tugas me laksanakan

sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam
bidang Umum..

Pasal 78

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 77 Peraturan Daerah ini, Bagian Umunm
mempunyai fungsi

a.

D

melaksanakan urusan tata usaha dan penbinaan
kearsipan ;

melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat
Wilayah/Daerah ;

melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan ke
dalam terhadap persoalan, material dan
informasi ;. . ’

mengatur dan mempertlnbangkan perlzlnan peng-
gunaan milik daerah ;’

melakukan urusan protokol dan perjalanan
Dinas ; |
menyelenggarakan tata usaha bagian
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Pasal 79
Bagian Umum terdiri dari
a. Sub Bagian Tata Usaha ;
b. Sub Bagian Rumah Tangga :

¢. Sub BAgian Pengamanan Sandi dan Telekomu-
nikasi ;
d. Sub Bagian Protokol ;

e. Sub Bagian Pengadaan dan Peralatan

Peralatan.
Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini dipimpim oleh seorang Kepa
la Sub Bagian yang berada dibawah dan
dipinpin oleh seorang kepla sub bagian vang
berada dibawah dan langsung bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 80
bagian Tata Usaha mempunayi tugas
menerima, mengagendakan, mengetik, mengganda
ka dan mengirim surat-surat ;
menyelenggarakan dan membina kearsipan.

Pasal 81
Bagian rumah Tangga mempunyai tugas ;
menyvelenggarakan Administrasi dan Inventari-
sasi harta benda Sekretarist Wilayah/*daerah
mengurus, menyediakan, penvimpanan dan penge
Juaran barang-barung keper'uan Pemerintah
daerah
‘mengurus keperluan rumah jabatan Bupati Kepa
la Daerah dan rumah jabatan lainnya ;
mengurus penggunaan dan pemcliharaan kendara
an dinas Sekretariat Wilayah/Daerah ;
menyediakan tempat dan keperluan rapat dan
pertemuan dinas lainnya ;
menyelenggarakan pengamanan fisik Kantor Bupn
ti Kepala Daerah ;
mengatur dan memelihara kebersihan ruang kan-
tor dan pekarangan.
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. Sub Bagian Pengamanan sandi dan Telekomunikasi
mempunyai tugas

a.

b.

Sub
a.

b.

Sub

menyusun petunjuk-petunjuk tentang pengamanan
Informasi, personal dan material ;
merencanakan kegiatan-kegiatan tentang penga-
manan informasi personal dan material ;
mengirim, menerima dan menyampaikan berita
sandi dan berita-berita lainnya ;

membina, mengembangkan -dan memelihara alat-
alat sandi dan telekomunikasi ;

mengatur jaringan hubungan komunikasi.

Pasal 83

Bagian Protokol mempunyai tugas

mempersiapkan acara perjalanan dinas pimpinan
Pemerintah Daerah ; ;

mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pemerintah
Daerah, upacara-upacara pelantikan, rapat-ra-
pat dinas dan pertemuan-pertemuan lainnya di-
selenggarakan oleh Pemerintah daerah ;
mengurus perjalanan dinas.

. Pasal 84
Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan

mempunyal tugas

a.

mengikuti perkembangan dan pengumpulan infor-
masi harga serta menilai mutu perbekalan dan
peralatan yang diperlukan Pemerintah daerah ;
menyelenggarakan tender ;

menyelenggarakan pembelian perbekalan dan per
alatan yang diperlukan Pemerintah. Daerah ;
menyelenggarakan administrasi penerimaan dan
pengeluaran perbekalan dan peralatan ;
mengatur, menyimpan dan menyelenggarakan peme
liharaan dan pengamanan barang-barang dalam
gudang ; .

mempersiapkan, menyusun dan merumuskan petun-
juk-petunjuk teknis pemeliharaan barang-
barang serta mengikuti perkembangan pelaksana
an ;.

memelihara perumahan dinas.
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Bagian Keempatbelas
tata ker ja

Pasal 85
(1). Dalam melaksankan tugasnya sekretariat
Wilayah/Daerah, para Assisten Sekretaris

Wilayah/Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub

Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integra
si dan sinkronisasi secara vertikal dan hori-
zontal.

(2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam ling-
kungan sekretariat Wilayah/Daerah bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bim-
bingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksa-
naan tugas bawahannya.

Pasal 86
(1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti
dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertang -
gungjawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan pada waktunya
(2). Setiap laporan yang diterima . oleh pinpinan
- satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan
~dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
bawahan.

Pasal 87
Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan
pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan

bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung
laporan tersebut dan menyusun laporan untuk
disampaikan tepat pada waktunya kepada Assisten
Sekretaris Wilayah/Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya dan . selanjutnya Assisten Sekretaris
Wilayah/Daerah menampung laporan dari Kepala
-Bagian tersebut ‘dan-menyusun laporan berkala sekre

taris Wilayah/Daerah.
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Pasal 88
Setiap kali menyampaikan laporan kepada
atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada
Pimpinan satuan Organisasi lain yang secara fungsi
onal mempunyai hubungan kerja.

Pasal 89
Dalamn melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan
satuan Organisasi , dibantu oleh pimpinan satuan
Organisasi bawahannya mengadakan rapat berkala
dalam pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing.

‘ Pasal 90
Kepala bagian Hubungan Masyarakat dalam menja
lankan tugasnya taktis operasional berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah,
sedangkan teknis administratip secara hirarkhis
bertanggungjawab kepada sekretaris Wilayah/daerah.

Pasal 91
Kepala., Sub, Bagian Pengamanan, Sandi dan
telekomunikasi dalam menjalankan tugasnya taktis
operasional berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada sekretaris Wilayah/Daerah sedang teknis
administratip. berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala bagian umum. .

B AB III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan organisasi
Pasal 92
(1). Sekretariat dewan perwakilan Rakyat Daerah
adalah unsur yang membantu pimpinan Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan
tugas dan kewajiban.
(2). Sekretariat:Dewan perwakilan Rakyat Daerah di
pimpin oleh seorang sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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Pasal 93
sekretariat dewan Perwakilan Rakyat daerah
mempunyai tugas pokok melaksanakan sogala usaha
dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang,
pengurusan rumah ‘tangga dan keuangan Dewan Perwaki
lan Rakyal Daerhh.

Pasal 94
“Untuk ﬂenyelbnﬁgarukan tugas pokok sebagaima
na dimaksud’ dhlﬁﬁ“pasal 93.Peraturan daerah ini,
Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempu
nyai fungsi ' '\ . -

a. koordihasi‘”é& aﬁiarti mengntur”_dan membina
booNReYja sdnd) men in;erogqa515an danmensinkro-
Cnisusikan” éeiuruh‘éényelenggaraan tugas Sekre

tariat Dewan Pervgk}lgquakyat Daerah ;
b. perencanaaq dalam arti mempersiapkan rencana
mengoldfi) 'meneiaah ,dqn ., \mengkoordinasikan
»«-v‘perumusaﬁ kebfj&ks %aq Pﬁhglnan Dewan Perwa-

[sou ki'lan Rék?aﬁ da e§j' o

;-r
.

j:t auqr =
¢. membina adgfnfg éaé;kda 39u£f§& mqmblna -UIrus
-=d el A0gtd"S Esa, dlola, .. dan;- --membina
Sroad SEsole
kepegawaian, 'm elol angkg,dan“perbekal-:

g | v
dsle h‘ﬁ‘ Dewamn rFérEl} ]Pasn ?J Bf daerah-,,,,.. A
a v Taqg nsweb (8

VY- D=1 1Y e o

d. nenyelenggarakan persidangan dan pembuatan
risalah  rapat-rapat _yvang diselenggarakan

;o
oleh dewan Perw k1 3n@3“5¥at Daerah ;.iys8 dul
e.. keamanan dan ﬂ” grﬁ dalam artin nemellharar
<+ .-dan" mbmblﬂﬁingeahanan _serta ketertiban - ke
~dalan: il 1g3s3del 2ic o dglesy
w9 nawsd 3sLisde3dol
Pasal 95 -1 L6E0 IBYHSE
(1). Sekretariat. qegpn Perwakilan  -Rakyat:z daerah
- £é¥d1r1*aar1 . -xlidswted a<ob Isiredsad

Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Sidang dan Risalah ;
c. Sub Bagian Keuangan . . % ‘
(2). Tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini dipimpin  oleh Seorang

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan -

bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Daeralh.
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Pasal 96

Sub Bagian Umum mempunyai tugas. :

a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

b. mempersiapkan rencana perjalanan dinas Pimpinan
dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae
rah ; -

c. mengurus rumah tangga, rumah jabatan dan gedung
-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

d. mengurus kendaraan-kendaraan dinas dan barang-
barang lainnya dan menyelenggarakan keamanan pa
da kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; .

e.. melaksanakan pekerjaan surat-menyurat yang di
perlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Pasal 97

sub Bagian persidangan dan Risalah mempunyai tugas

a. mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik soal
administrasi maupun tata tempat ;

b. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan De-
wan perwakilan Rakyat Daerah ;

c. menyelenggarakan perbuatan dokumentasi, risalah
rapat-rapat yang diadakan oleh dewan perwakilan
Rakyat Daerah. '

Pasal 98

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas A

a. merencanakan Anggaran Pengeluaran dan mengurus
keuangan untuk keperluan Dewan Perwakilan Rak -
yat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat daerah ; '

b. menyusun laporan keuangan yang menjadi tugas Se
kretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

J Bagian Kedua
| Tata Kerja
[ - Pasal 99
Sekretg&iat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam men{?lankan tugasnya bertanggungjawab kepada
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Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan teknis
administratip mengikuti petunjuk dan dibina oleh
Sekretaris Wilayah/daerah.

Pasal 100

(1). Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat daerah dan para Kepala Sub
Bagian menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.

(2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam 1ling
kungan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoor
dinasikan bawahannya masing-masing dan membe-
rikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagl
pelaksanaan tugasnya.

Pasal 101

(1). Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi
wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala pada
waktunya.

(2). Setiap 1laporan yang diterima oleh Pimpinan
satuan Organisasi bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-
petunjuk kepada bawahan. |

'LAIN -LAIN

Pasal 102
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103
Bagan Susunan organisasi Sekretariat Wilayah/
Daerah dan Sekretariat dewan perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini. ‘
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 104
dengan berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan
Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Banyumas Nomor
7 Tahun 1987 sebagai yang telah diundangkan dalanm
Lembaran daerah kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
Nomor 5 tahun 1988 Seri D, dinyatakan tidak

mas
berlaku lagi.

: Pasal 105
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan

daerah ini akan diatur kemudian.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupa

ten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 3 M e i 1989
BUPATI KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TINGKAT II BANYUMAS

'DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

£Ld. ttd.

Drs.. H. MOCH. ISKAK DJOKO SUDANTOKO
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Peraturan Daerah ini telah diayv. h. ,

4 vubernur
Kepala Daerah Tingkat I Japwa °ngs anpan Surat
Keputusan Nomor 188.3/270/1989 imiv-i L7 Septem-
deox - 1969,

WAKIL GUBEK!NUR KEPAL. DAERAH
TINGKAT [ JAWA TEWGAH,
Bidang !

ttd.
DPrs. SOENARTEDJO

Diundangkan pada tanggal 13 Oktober 1989 dan
dimuat dalam lembaran Daerah Kabupaten daerah
tingkat II Banyumas seri D Nomor 5 Tahun 1968.

An BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
. BANYUHAS
Sekretaris Wilayah/Daerah,

A o, b | ted.
T PR Drs. H. SOEMADI
ety wk %k HIP. 010 038 804

= 4
-

i S o PR NIELASAN |
pERATuaau  DABRAH  KABUPATEN DAERAH TINGKST IT
. . BANYUMAS
'NOMOR- ": 4 TAHUN 1889
" TENTANG

SUSUNAH ORGANISASI DAN TATAKERJA  SEKRETARIAT
HILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAK?ETHPAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM _

Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2)
undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
-Pokok Pemerintahan di daerah yang menyatakan
bahwa Pembentukan, Susunan .Organisasi dan
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Formasi Sekretariat Wilayah/Daerah ditetapkan
dengan Peraturan daerah sesuai dengan pedoman
vang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Demikian pula halnya dengan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan
pasal 36 ayat (2) dan pasal 84 ayat (1) undang-
undang dimaksud menyatakan bahwa pembentukan,
susunan organisasi dan Formasi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan
Peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang di
tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka dengan
demikian antara Sekretariat Daerah dan Sekreta-
riat Wilayah terdapat unifikasi Struktural.
a. Untuk Sekretariat Kabupaten adalah Sekretari

at Wilayah/Daerah ; ‘
b. Untuk Sekretariat Kotamadya adalah Sekreta-
riat Kotamadya Daerah.

sebagai pelaksanaan pasal 36, 47 dan 84
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah dikeluar
kan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
. Tahun 1978 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II,.
Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Se-
kretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ting -
kat II sebagai perubahan terhadap Keputusan Men
teri Dalam Negeri nomor 63 Tahun 1973 tentang
Pedoman susunan organisasi dan Tatakerja Sekre-
tariat Daerah Tingkat II. _
: Selanjutnya berdasarkan Keputusan
Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 terse
but ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten da
erah Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1979 ten
tang Susunan Organisasi dan tatakerja sekretari
at Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwaki
lan Rakyat daerah Kabupaten daerah Tingkat II
Banyumas yang dalam pelaksanaannya telah
mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 183.

Dalam Susunan Organisasi Sekretariat
yilayah/Daerah Tingkat II tersebut ditetapkan
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adanya Lembaga Assisten Sekretaris Wilayah/Dae-
rah yvyang terdiri dari 3 (tiga) assisten Sekretsa
ris Wilayah/Daerah. ;

Sejalan dengan ketentuandi tas dan dalam
rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 24 Tahun 1986 tentang Pembentukan As
sistenSekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan
Sekretariar Kotamadya Daerah tingkat II Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun

1987 ditetapkan dengan 2 (dua) Assisten Sekreta
ris Wilayah/Daerah.
| Dengan diubahnya jumlah Assisten Sekretsa
ris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas menjadi 2
(dua) Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah diubah
pula tata urutan bagian yang menjadi bawahannya.
Demikian Juga pasal-pasal Peraturan Daerahnya,
apalagi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1979
telah mengalami perubahan, sehingga untuk
mempermudah pelaksanaannya tidak melaksanakan pe
rubahan kembali atas peraturan Daerah Nomor 2 ta
hun 1979 tersebut, akan tetapi mengganti Peratur
an Daerah yang baru dengan Peraturan Daerah Kabu
paten Daerah tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun
1987. - -
Selanjutnya dengan keluarnya Surat
Menteri dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 No-
mor 061/12140/SJ Jjo. Surat Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1988
Nomor 061/07865 beserta ralatnya dengan Surat
tanggal 30 April 1988 Nomor 061/11337 tentang Pe
ningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana
menjadi Bagian dan Surat Menteri Dalam Negeri
tanggal 27 Pebruari 1988 Nomor 061.1/1267/SJ jo.
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te -
ngah tanggal 5 mei 1988 Nomor 081.1/11734 serta
Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juli 1988

"Nomor 061.1/2439 tentang peningkatan Sub Bagian

Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekre
tariat Wilayah/daerah menjadi Bagian jo. Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
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Tanggal 16 Agustus 1988 Nomor 061.1/24735 ten
tang Pengembangan Susunan Organisasi Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Ta-
hun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tataker-
ja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat De

"wan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah
Tinggkat II Banyumas dipandang tidak sesuai lagi
dengan perkembangan yang ada.

' Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di
atas dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan
hasil guna yang sebaik-baiknya di dalam penye
lenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dipan
dang perlu segera menyesuaikan dengan ketentuan
vang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : : Kepala Bagian Hubungan Ma
’ syarakat karena Jabatannya
bertindak sebagai juru bica-
- . ra Pemerintah Daerah.
Pasal 33 s/d 40 : Cukup Jelas.
Pasal 41 : Yang dimaksud pembinaan Tata
niaga produksi rakyat ialah:
Pembinaan management, struk-
tur termasuk didalamnya ten-
tang Perizinan dan Pembinaan

_ Koperasi.
Pasal 42 s/d 57 : Cukup Jelas.
Pasal 58 : Yang dimaksud dengan adminis

trasi pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji, pem-
berhentian, pemberhentian se
mentara, pensiun, cuti;
tugas belajar, hukuman jabat
an dan lain-lain.
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Pasal 59s/d62 acd
Pasal 62 b

Pasal 70

Pasal 71 s/d 108.

42

Cukup Jelas.

vang dimaksud dengan Pegawai
Pusat adalah Pegawai Negeri
Sipil yang dipekerjakan/di
Perbantukan kepada Daerah.
Yang dimaksud dengan Sumber
Pendapatan Daerah ialah
semua Pendapatan Asli Daerah
vyang sudah berjalan maupun
sumber-sumber lain yang mung
kin dapat digali.

Cukup Jelas.
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SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
NOMOR: 18843/270/1989

TENTANG :

PeNGESAHAN PERATURAN DABRAH KABUPATEN DASRAH TINGKAT IT BAEYUMAS HOMOR

4 THUN 1589 Toulaiu SUSUMAL ORGAIIS AST DAY TATA Xerd i ScidoTART AT WI-

LAY X Dasall oa SuhluTARL AT DUWAN PoRWAKIL AN HAKYAT DAun 33 KCABUPATEN
DAER A TINGKAT II BAMYUKAS

GUBE‘HNUH KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati / WEIBRIBIIUR Kepala Daerah Tingkat Il 3anyumas
tanggal : 25 Juli 1989 nomor: 189,2/2057
permohonan pengesahan Peraturan Daerah :

b. Peraturan Daerah Kabupaten / ¥atamadys Daerah Tingkat | Benjuras

Jomor 4 Tahun 1989 tentang Susmman Crgaisasi dan Tatakerja Sekretariat
Wilayeh/Daorah dan Sekretariat Dewan Perwaldlan Rakyat Daersh Kabupaten
Daorak Tingkat II Banyumas,

perihal

Menimbang bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;

Mengingst  : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5)
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 ;

3. Esputusan Fenteri Dalam Megeri Nemor 130 Tohun 1978.

— — — ———

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten / Ketamerbra Daerah Tingkat Il Banjumaa.
Lamor 4 Tahun 1989 tentang Summan Jrganisasi flan Tatakerja Sekretariat
Vilayah/Daerah dan Sekrotariat Dewsn Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaien
Daerah Tingkat II Banjumes, dangan perubahan sebegaimana terlampir.

Ditetapkandi : Semarang.
Padatanggal : 12 September 1989.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH

2ldang I
ttd

‘Drs. SOENARTEDUO

. Keputusan jni disampaikan kepads Yth. :
1. Menteri Dalam Neger di Jakarta ;

2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan
Daerah.

3. Bupati /| WaRABIFF Kepala Daerah Tingkat Il Banymae i1 Puryokarto j
4. Ketua DPRD Kabupaten / K3F&Hb8FS Deerah Tingkat Il Zcnyucaa €1 Puryokerte j
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah EBznjimae di Purwokazto
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat | Jawa Tengah.
7.

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Hukum,
/ 70, SH.
NIP,500034373
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LANPIRAY & Kepu:wcan Gubermnux Eopala Dosc== .
Tingkat I Jawa Tengah. )
Tangga- § 12 Septeabex 1989.

Nomor ¢t 188.3/270/1989.

PESUBAIUN ATAS PSRATURAT DAERAY KABUPATEM DAERAH TINCIZAT 11 smmrna TQ:CR

4 TAHUN 1989 TRITANG SUSUNAN OROAVISASI DAV TATA XERJA smc—*_emmga Csad\ ¢ 2,

DAERAY Di¥ SEXRETARIAT DEWAN PEEWAFTLAT RAKYAT DASRAT RABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT BATYUMAS.

1+ Pasal 11, porkataan "Sokrotaris' pade taris Yodua dari atas diubgh dan
dibaca "Sokretariat",
2¢ Pasal 151
a. rinelan huruf f dihgpus, selanjutnya rincian buruf b diubah menjadi
rincian huruf " (bmj.
be rinocian huruf g diudah dan dibeca sobagal barilut 1
ng, menyolenggaraken pembingan penanggulangan urtanisasl darn pening-
katan pelayanan masyarakat kota"e §
3. Pasal 19, perkataan "Sekretarig" pada baris kodua dari atas diubsh dan
&idbaca "Sekretariati®,.
. Pasal 24, rincign huruf o, perkatsan "aparatur” pada baria terakhir di-
__ubah menjadi "perangkat®. RSN o=

Se Pasal B2 rinoian huruf 4, perkataan "telekonikagi" diubah dan didaca =
"tel ekoanmilcad”,

WAKIL GUBSZTUR XSPALA DASRAT TINGZAT I

JANA T=NGAE
Bidang I,
ttde
Serual dengan aslinya. Dre. 3CSTARTEDIO.
EKepala Piro Hulkm,
or SA2DIITO, SHe
* TWIP.500034373.
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